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1. Undanq-Undanc Ncmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lernbaan Nngc1ra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

:·s, Tarnbahsn l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
L724); 

2. Undang-undarq Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(' embaran Neqara Re1)ublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, 

Tarnbahan Le --ibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 

3. Undanq-Undanq Nome r 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Kabupaten Huton Tenqah di Provinsi Sulawesi Tenggara 

( embaran Neqara Re1)ublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, 

"ambahan Le -ibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 

4. Undanq-Undauq Nomcr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, .. ambaha 1 Lembaran Negara Republik Indonesia 

b. oahwa untuk memeru, hi maksud sebagaimana huruf a, perlu 

cltetapkan deruan Peraturan Bupati tentang Kade Etik Pelayanan 

Publik di lingLungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah. 

a. cahwa untuk nelaks anakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Reputlik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenqqaraan Pela {anan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu 

oisusun pedo --ian pela csanaan etika pelayanan bagi aparatur di 

l1ngkungan Di 'ias F'enanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

atu Pintu; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATUF'.AN BlJPATI BUTON TENGAH 
NC,VIOR 11 TAHUN 2020 

Tl:NfANG 
KODE ETIK PEL YANAN PUEi..lK DI LIMGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADI.· SATLI PiNTU DI KABUPATEN BUTON TENGAH 

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI euros TENGAH 

BUPATI euros TENGAH 
PROVl"l!,1 SU!_ANESI TENGGARA 

• 
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PERATUR~N BUPATI TENTANG KODE ETIK 
PELAYA~L~N PlJBLIK DI LINGKUNGAN DINAS 
PENANArwlAN VIODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU Pll'ITU Kt\BUPATEN BUTON TENGAH. 

Menetapkan 

MEMU TUSKAN: 

~omor 5587) sebaqaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

-ienqan Unda-rq-Undar-q Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

(edua Atas dndarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

:Jemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

ahun 2015 l-lomor 5 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 

ndonesia No --ior 56 79.·; 

5. :Jeraturan F -eside·n Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 

:Jenyelenggar .ian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

\Jegara Repu:dik lnconesia Tahun 2014 Nomor 221); 

6. Jeraturan Me ·1teri [1alc1m Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

:Jenyelenggar:1an Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Serita 

\Jegara Reput.lik lnconesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

7. <eputusan Menteri Pendayaqunaan Aparatur Negara Nomor : 

33/Kep/M.PA 'J7/201)3 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

:>elayanan Pu blik: 

8. :>eraturan Bi oati Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

<edudukan, .:iusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

<eria Dinas i>enaraman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabuperen Buton Tengah (Serita Daerah Kabupaten Suton 

Tengah Tahur 2016 Nornor 51) 

9. :>eraturan Bi.pati Buto i Tengah Nomor 23 tahun 2019 tentang 

Pendelegasic ·1 Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman l\llodal fan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Buton Tenqal (Serita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 

2019 Nomor :~ 3). 
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BABI 

1-:ETENTUAN UMUM 

Pa;al 1 

Dalam Pe ·aturari Bupati ini ya I' g dim ak sud dengan : 

1. Daerah ad ale: h Ka bu paten Buton Te ngah 
2. Pernenntah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelengga ~a Pernerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Buto · Tengah 

4. Wakil 13upati adalah Wakil f3upati Buton Tengah 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPr"1PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Petayanan Terpadu Satu F ntu Kabupaten Buton Tengah; 

6. Kepala Dines adalah Kepala Dir as Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah 

7. Pegawai acalah Aparatur Sipil Negara dan /atau Tenaga Kontrak Daerah 

yang bekerjc pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Buton Te! ·1gah. 

8. Etika adalah kumpulan as. as atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai 

mengenai bf nar dan salah yang die nut oleh Pegawai. 

9. Kade Etik F elayanan Publik adalah aturan yang harus dipatuhi selama 

berstatus sebaqai Peqsv/ai C inas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Sat.i Pintu Kabupaten Euton Tengah. 

10. Hadiah/gratitikasi adalah 1: ernbe ·ian dalam arti luas yang meliputi pemberian 

uang, baranq, rabat (diskc 1), kornisi. pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan 

wisata, dan tasilitas lainny.; 

11. Suap adalah suatu bent. k perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu 

kepada seseoranq atai peja oai dengan maksud yang bersangkutan 

melakukan pelanqqaran at.as kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. 

12. lntirnidasi acalah rnelakuk.an tinclakan menakut-nakuti atau tekanan dan atau 

ancaman kepada pihak I,: in untua < kepentingan tertentu baik pribadi atau 

kepentingan pihak lain de ·,gan cars malawan hukum. 

13. Pelecchan adalah melak ukan 1 inclakan atau ucapan terkait SARA (Suku, 

Agama, Ras dan Antar (1olong 3n:, Gender, Rahasia Pribadi, Kondisi Fisik 

dan Kejiwaa-t seperti kecacatan da 1 kondisi fisik. 

14. Pernerasan adalah perbi, atan yan; dilakukan untuk tujuan menguntungkan 

diri SE ndiri .itau orang lc1in secara melawan hukum, memaksa orang lain 

denqan kekerasan atau ancarnar kekerasan, untuk memberikan sesuatu 

barang, yar,g seluruhnya atau sebaqian milik orang lain atau supaya 
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a. Mewuiud- an sumber :laya r ianusia yang memiliki integritas tinggi dan 
profesional ; 

b. Mewuiud an pelayanan investasi yang mudah, cepat, murah dan 
transpara n; 

c. Membangun kerjasarr =• den ~a11 seluruh pemangku kepentingan dalam 
proses penyelenggara .m investasi Buton Tengah; 

d. Menciptacan iklim invsstasi yanq kondusif. 
e. menurnbuh kembanqkan iklim u sana dan investasi yang nyaman; 
f. meninqkatkan penqen: alian pel aksanaan penanaman modal. 

(2) Untuk rnewujudkan Visi ~;:~bagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP 
mernil-ki Mis1: 

Pasal3 
(1) Visi DPMP-,-SP adalah "Pelavar.an lnvestasi yang Profesional dalam 

Mewujudkan Buton Tenqal yang Produktif dan Sejahtera". 

(2) Tujuan disusunnya Kode Uik Polavanan Publik adalah untuk meningkatkan 
kualita s dan «uantitas pelayanan PL blik dilingkungan DPMPTSP. 

(1) Maksud peryusunan Ko..e Etilc Pelayanan Publik agar Pegawai dalam 
melaksanakan tugas pe. ayanan mengacu pada perilaku yang dapat 
menur buhkan citra, n .(3njaga martabaUkehormatan dan kredibilitas 
DPMPTSP serta menghin:larkan seqala bentuk benturan kepentingan dalam 
mewujudkan DPMPTSP y:1ng good governance dan clean governance. 

f'asal2 

manusia. 

16. Provokasi adalah mema · faatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, 

mernbanqkitl-an dan atau memanc,ng atasan, bawahan, rekan kerja/kolega 

untuk melak kan sesuatu denqs.n cara melawan hukum yang menyimpang 

dari tuj uan dan kepentingc ·1 orga nisasi. 

pemerasan. 

15. Minuman Ke. as adalah sr: mua jer:is minuman yang mengandung alkohol 

yang menimoulkan orang mabuk dan merusak kesehatan manusia atau 

rnenyebabka.i suasana culam oel.erja/masyarakat berubah dari suasana 

normal. merurunkan kes. adaran rnanusia dan atau mengancam nyawa 

memberikan hutang maupun rrenghapus piutang, diancam, karena 
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(5) Sopan sebagaimana dirr aksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara 
tingkah lak J yang baik dan be-bicara yang wajar sesuai dengan etika dan 
norm a kesopanan pada saat me layani pengguna jasa layanan Perizinan 
dan Non perizinan. 

(4) Tegas sebaqaimana dirnaksud pa fa ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara 
tidak memberikan ruanc tolerans terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme 
dalarn bentuk apapun ynng terkait dengan pelayanan Perizinan dan Non 
periz.nan. 

(3) Cepat sebaqairnana dinaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara 
men> elesai-can berbagai .irusa 1 pelayanan publik yang menjadi kewajiban 
dan tanggu1gjawab penvelenqqara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu 
layanan yang sudah diterukan. 

(2) Disipl in setagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan 
cara hadir .epat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai 
dengan ketentuan tata .ara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas 
etika dan moral serta 1 idak mel 3nggar ketentuan peraturan perundang­ 
unda ·1gan. 

I. kornuniks tif; 
m. kre·atif; 
n. bertanqq.rnq jawab; de ·, 
o. obyektif. 

a. disiplin; 
b. cepat; 
C. tegas; 
d. sopan; 
e. ramah dan simpatik; 
f. adi 1/tidak diskrimatif; 
g. terbuka dan jujur; 
h. loyal; 
I. sabar; 
j. kepatuha 1; 
k. teladan: 

Pasal5 

(1) Etika Pelaya11an sebagairr .ma di -naksud dalam Pasal 4 meliputi: 

Pasal4 

Kode Eti~ Pela /anan Publik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi 

seluruh P Jgawa DPMPTSP. 

BJ~B II 

KODE E- IK PELAYANAN PI.JBLI~ DAN LARANGAN PELAYANAN PUBLIK 

Bag ia r I Kesatu 

Etikc1 P elayanan 
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Pctsal6 
Setiap P,agawa DPMPTSP .vajib rnenerapkan etika pelayanan sebagaimana 
dimaksuc dalam Pasal 5. 

( 16) Objektif se agaimana di r iaksud pada ayat ( 1) huruf o, dilakukan dengan 
cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan 
Perizman dan Non perizi an. 

(15) Berta nggung jawab sebacatrnana firnaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan 
sesuai kete rtuan peraturun perunclang-undang. 

(14) Kreatrt sebagaimana dir· aksuo p ada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan 
cara melak ikan inovasi ~1ang konstruktif dan produktif untuk mempercepat 
dan rnenqoptimalkan pel;~ csanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(13) Komunikatit sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilakukan 
dengan car a berkomurul.asi secara efektif dengan para pengguna jasa 
layanan pada saat memt 1:!rikan pelayanan Perizinan dan Non perizinan. 

(12) Teladan seoaqairnana d naksi.d oada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan 
cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun 
kepada para pengguna [a sa layanan Perizinan dan Non perizinan. 

( 11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf j, dilakukan dengan 
cara menyelesaikan keseluruhai kegiatan pelayanan sesuai dengan 
standar pelayanan dan standar operasioanal prosedur untuk memenuhi 
tingkat kepL asan para per.qquna jasa layanan Perizinan dan Non perizinan. 

(1 O) Sabar sebayaimana dirnaksud pac.a ayat (1) huruf i, dilakukan dengan cara 
menahan e nosl apabila 11unc JI oernyataan dan atau perilaku pengguna 
jasa layanm publik y,:ing dar at menyinggung perasaan dan atau 
menciptakan kenyamana -, dalarn rnelaksanakan pelayanan publik. 

(9) Loyal sebagaimana dirnat.suo cad a ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara 
rnelaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan 
benar kepaoa atasan ter~ .sit der gan pelaksanaan pelayanan. 

(8) Terbuka dan jujur sebaq.. .rnans d maksud pada ayat (1) huruf g dilakukan 
dengan cara memberik :in informasi tentang materi, data dan proses 
pelayanan yang jelas dan oenar 

(6) Raman seb igaimana dirnaksuc pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan 
cara terbuo bahasa yan~1 menarik bertutur kata yang manis dan perbuatan 
yang rnenyenanqkan dalarn melausanakan pelayanan Perizinan dan Non 
perizinan. 

(7) Adil/tidak dskrimmatif sc baqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dilakukan dengan cara memceri <an kesempatan yang sama terhadap 
penqquna layanan. 



(5) Kerahasiaan informasi sel: .aqairr an a pada ayat ( 1) huruf d, setiap pegawai 
dilarang: 
a. mernpernunakan seluruh ir:formasi internal DPMPTSP untuk 

kepentinqan pribadi/kduarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin 
Ke·pala CPMPTSP; 

b. menyamoaikan inforrnasi/da ta kepada pihak-pihak tertentu tanpa rzm 
dari Ke·)ala DPMPT:3P kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, 

(4) Fasilitfls dan Pelayanan seoaqai nana pada ayat (1) huruf c, setiap pegawai 
dan ketuarqanya dilarang ,·,ener ma fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja 
dan/atau dar pihak lain, k :~cuali untuk penugasan berdasarkan permintaan 
mitra yang meniadi beban mi1ra kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(3) Hadiah/lmbalan/Suap secaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap 

Pegawai dar keluarga tida < dipe ·kenankan dan dilarang: 

a. rnenerirna hadiah atau fasilitas berupa peijalanan dan/atau akomodasi 
dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, 
pendapa , opini dan p,:ingambil,m keputusan; 

b. menerima dan/atau n ernberikan sesuatu kepada mitra kerja dan/atau 
pihak-pit ak tertentu y;319 be tndikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. 

a. be~kerja untuk kepenti -igan piha k lain dan/atau unit organisasi lain tan pa 
izin pejaiat berwenanc: 

b. melakuk an kegiatan dan/atau aktivitas yang dapat menimbulkan 
benturar kepentinga '1 dalsm menjalankan tugas sebagai pegawai 
DPMPTSP. 

a. melakukan kegiatan yEng bsrtentanqan dengan kepentingan umum; 

b. menerirr a hadiah/imbn lan/suac: 

c. menerirra fasilitas dar pelayan an dari pihak lain; 

d. membocorkan kerahasiaan informasi kepada pihak lain tanpa 

persetujuan pejabat berwenanc: 

e. berkontr busi dan/atau terlibat c alam aktifitas partai politik; 

f. melakuk an tincakan/perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra 

Df:)MPT;)p. 

(2) Kegiatan yang bertentanqan denqan kepentingan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hunr' a, setiap Pegawai DPMPTSP tidak 
diperkenankan/dilarang: 

Pasal 7 

(1) Selain menerapkan etika 1:ielayana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat ('1 ), setiap Pegawai [ll=>MPT SF' tidak diperkenankan atau dilarang: 

Ba£ ian Kedua 
Lara r1gan :>e~ayanan Publik 

' 
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Pasal 9 

(1) Majelis Kode Etik seba« airnan 3 cirnaksud dalam Pasal 8 berjumlah paling 

sedikit 5 (lina) orang da ·1 berjumlah gasal/ganjil terdiri dari: 

a. 1 (satu) orang Ketua rieranqkap anggota yaitu Kepala Dinas DPMPTSP; 

b. 1 (satu) orang sekreta ·is meranukap anggota, yaitu pejabat administrator; 

c. anggota yaitu pejaba: eselon 1\//pengawas. 

(2) Panqkat d.m jabatan a, qgota M3jelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah 

dari .abata-i pangkat yanq diperik.sa. 

(3) Apabila ketentuan seb.: qairnana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

terpenuhi ari DPMPTS ~:, keanq; 1otaan Maje I is Kode Etik dapat melibatkan 

pejabat lain yang memeruhi persvaratan dari lnspektorat Daerah. 

BJ\8 Ill 

h1AJEL.IS KODE ETIK 

Pasal8 

(1) Setiap per anganan duuaan ~ elc1nggaran Kode Etik pelayanan dibentuk 

Majeus Koce Etik. 

(2) Majelis Ko-ie Etik sebarairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Kepala Din 3S. 

(3) Maje lis Keele Etik bersifs.: add hoc. 

(4) Format Keoutusan Kep;: a Diras tentang pembentukan Majelis Kode Etik 

dimaksud pada ayat ( 1) se ba ~aimana tercantum dalam Lampi ran 

Peraturan Bupati ini. 

(6) Kontribusi dan aktifitas politik seb 3gaimana pada ayat (1) huruf e, setiap 
Pegawai dilarang tu rut ~; erta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas partai 
politik 

(7) Tindakan/pe buatan sebaaairnana pada ayat (1) huruf f, setiap Pegawai 
dilarang: 
a. rnelakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama 

baik da 1 citra DPMFfSP .seperti asusila dan/atau kriminal, dan/atau 
perbuatan lain sejenis: 

b. rrendatangi tempat-tenpat terentu yang berkonotasi negatif dan dapat 
rr erusal: citra DPMP-· .SP; 

c. rr.ernbei itakan dan/at.au men ~upload pemyataan tertentu ke media 
sosial ymig dapat merusak citra DPMPTSP; 

d. bertemc/berhubunqar lanqsunq dengan pemohon, kecuali petugas front 
otfice dengan petuga :, di ruanc konsultasi. 

penyelicikan dan per fidikan :;esuai ketentuan peraturan perundang­ 
undanqrn. 
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Pasal 12 

(1) Setiap orarg yang men; dahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh 

Pegc wai DPMPTSP de pat m elaporkan kepada Kepala DPMPTSP atau 

pimp man unit kerja Peqa .vai bsrsanqkutan. 

(2) Laporan sebaqaimana cl maksud pad a ayat ( 1) disampaikan dalam bentuk 

tertu!is der gan bukti ya1·1g diperl rkan dan disertai dengan identitas yang 

jelas dari pelapor. 

(3) Terhadap laporan se :,agaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

DPMPTSP atau atasan l,mgsung melakukan pemeriksaan pendahuluan. 

(4) Apabila terdasarkan 'rasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana 

dirnaksud oada ayat (3) Jidug 3 ~ uat bahwa perbuatan terlapor melanggar 

Kode Etik, Kepala DPMF TSP rnembentuk Majelis Kode Erik. 

(5) Kepala DPMPTSP dan.rtau kep 31a unit kerja dan/atau Majelis Kode Etik 

wajib menjaga kerahasi: an identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ), «ecuali untul: kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran 

Kode Etik. 

Pegawai DPMP. ·sp dipanggi .mtuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik, jika: 

a. melakukan pelanggaran Kc, :Je Etil.; c an/atau 

b. sebagai terlaror dugaan pe 3nggc1ra11 Kode Etik. 

PaBal 11 

Baf1ia11 Kesatu 
Penanqanan Laporan 

BA1B IV 

MEKANISllnE PE:NEGAKAN KODE ETIK 

Fasal 10 

Majelis Kcde Em mempunyai tugas. 

a. menyediaksn dan mernpersiapkan tata cara sidang; 

b. rnenerirna can melakukar evaluas terhadap laporan yang diterima secara 
tertulis dari oelapor: 

c. melakukan sidanq terhadap duf aan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 
Pegawai OF MPTSP; 

d. menetapkan jenis pelanq..aran .<ode Etik setelah mempertimbangkan 

kesaksian, -ilat bukti dan «eteranq.an yang bersangkutan dalam sidang 

Maje.is Kode Etik; 

e. dapat mem nta keteranqa 11 dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti; dan 

f. rnernouat d an menyarnpa kan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau 

tindaxan acministratif kei.ada Pejabat berwenang. 

. ,.., 



l ()) 

Pa.sal 17 

(1) Hasil pemer,ksaan sebaq.. mane dimaksud pada Pasal 16 dituangkan dalam 

Serita Acara Perneriksaar yang di :andatangani oleh Anggata Majehs Kade 

Etik yang ha jir serta Peqa.vai DPMPTSP yang bersangkutan. 

(2) Pegawai DPMPTSP seb: gaimcina dimaksud pada ayat (1 ), tidak bersedia 

menandatanqani Serita ,\cara Pemeriksaan, maka Serita Acara cukup 

(1) Pegawai DPMPTSP yarn; dipenksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 

wajib menqikuti dan tun .luk sert.a merespan dan/atau menjawab setiap 

pertanyaan selarna sidan ;1. 
(2) Pegawai DPMPTSP sebnqaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merespan 

dan/atau tidak bersedia 1 .enjawat pertanyaan dianggap mengakui dugaan 

pelanqqaran Kade Etik yrn1g dis anqkakan, 

(3) Sidang Majf~lis Kade Etil: dian~1gc p sab apabila dihadiri Ketua, Sekretaris 

dan paling sedikit 1 (satu I orang ar1ggata. 

PaBal 16 

Pas.al 15 
(1) Pegawai Ol)MPTSP yan ;1 dlcuqa nelakukan pelanggaran Kade Etik dalam 

sidang terti tup, hanya dil.etahui dan dihadiri aleh: 

a. Pe,gawai DPMPTSP y;: ng besanqkutan, dan 

b. Maj el is I-< ode Etik. 

(2) Majelis Kace Etik dapa: rnernint a keterangan dari pihak lain di dalam 

persidangar, untuk menguji kekuatan alat bukti. 

Bat1ia11 Ketiga 
Pemeriksaan 

F'asal 14 

(1) Majehs Kace Etik melaksanakan sidang paling lama 21 (dua puluh satu) 

hari sejak d mulainya sid,~ng. 

(2) Sidarig seb 1gaimana dirnaksud pada ayat ( 1) tetap menjunjung tinggi asas 

praduga ta! bersalah. 

Pasal 13 
Majelis Kade Etil: melakukan pemangg Ian terhadap setiap pegawai DPMPTSP 

yang diduga mel.ikukan pelan; Jaran kc de etik. 

Bagiar Kedua 
Pemanggilan 
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Pasal 18 

(1) Hasil keputJsan sebaga ·nana dinaksud dalam Pasal 17, Majelis Kode 

Etik mernberikan putusan, berupa : 

a. Te bukti; atau 

b. Tidak teroukti, melaku < an pe anggaran Kode Etik. 

(2) Pegawai DPMPTSP terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 

sebajairnana dimaksud pada ayat (1) humf a, Majelis Kode Etik 

menetapka 1 sanksi. 

(3) Pegawai DPMPTSP yar q bersanqkutan tidak menghadiri sidang atau 

tidak berse Jia menanda1 ;:1ngan B srita Acara Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud calam Pasal 1 i. ayat (1 l atau ayat (2), Majelis Kode Etik tetap 

memberika 1 putusan. 

(4) Sanksi sebagaimana cl maksud pada ayat (2) dicantumkan dalam 

Putusan ~ idang Majelis <ode Eti c. 

(5) Putusan S dang Majelis Kode Etik dan kode Perilaku sebagaimana 

dimaksud rada ayat (2) I: ersifa final dan mengikat. 

(6) Putusan s dang Majelis. Kode Etik dan kode Perilaku sebagaimana 

dirnaksud ~ ada ayat (4) :lipergunc.kan sebagai rekomendasi bagi pejabat 

yang berwenanq untuk nelaksans kan putusan. 

Bagian Keempat 
Putusan 

ditandatangani oleh Angnota l\1aj1~lis Kode Etik dan diberikan catatan 

Pegawai DPl\lPTSP yang bersanqkutan tidak bersedia menandatangani. 

(3) Majelis Kode Etik mengarnbd keputusan setelah Pegawai DPMPTSP yang 

bersanqkutar diberi keserr patan 11e mbela diri. 

(4) Pengarnbilan keputusan rr 1imal dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis 

Kode E.tik. 

(5) Keputusan Majelis Kode ::tik d arnbil secara musyawarah mufakat dalam 

sidano Maje,is Kode Etik tr.npa cihadiri Pegawai DPMPTSP yang diperiksa. 

(6) Musyawarah mufakat sebaqaiman.s dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, 

keputusan d ambil dengan suara te ~banyak. 

(7) Serita Acart. Pemeriksaai sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

rangkap 3 1tiga) dengar men;munakan format sebagaimana tercantum 

dalarr Lampiran Ill Perati ·an Bi.pati ini. 
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(1) Peqawai o-~MPTSP yar q terbukt melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi 

sanksi moral. 

(2) Pelanggaran Kode Etik sobaqa mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pelanqcaran rinqar: jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 

berdampak pada DP ',IPTSP/unit kerja; 

b. Pelanqqaran sedanu. jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 

berdampak pada Perrerintah Daerah; dan/atau 

c. Pelanquaran berat, jil.a pelanqqaran Kode Etik yang dilakukan berdampak 

~ ada B -_rngsa dan NE! jara. 
(3) Penetapan sanksi moral sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Pejabat bewenanq berdasarka n putusan Majelis Kode Etik. 

(4) Pejabat y,,ng berwena ·19 dalam menjatuhkan sanksi moral sebagaimana 

dirnaksud oada ayat (1 ), adalah: 

a. Pejabat penqawas/eselon IV bagi Pegawai DPMPTSP yang menduduki 

jabatan fungsional L num/pelaksana, calon Pegawai DPMPTSP dan/atau 

Tenaqs Kontrak Dae rah di inf1kungan unit kerja bersangkutan; 

b. Pejaba: administrator/eselon Ill, bagi Pegawai DPMPTSP yang menduduki 

jabatar penqawas/eselon I'/ ci lingkungan unit kerja bersangkutan; 

Ba~1ia11 Kelima 
Sanksi 

Pasal20 

(1) Majeiis Kode Etik mere- omendasikan sanksi moral kepada pejabat yang 

berwenanc, jika Pegawai DPM PTSP terbukti melakukan pelanggaran 

Kode Etik sebagaimana i:limaki;ue: pada Pasal 18 ayat ( 1) huruf a. 

(2) Rekomendasi sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan paling 

lambat 7 (tJjuh) hari ker a setelah putusan Majelis Kode Etik, 

(3) Rekomencasi sebaqairrana climaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

forrr at sebaqaimana ter::antum dalarn Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

Pas :11 19 

(1) Dalam hal ·erdapat ang ;iota Majelis Kode Etik tidak setuju terhadap 
putusan sidang setelah c akukan voting sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 avat (6), angg,:ita yang bersangkutan tetap menandatangani 
putusan. 

(2) Pemyataan tidak setuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dican .urnkan sebagai cataan de larn Serita Acara Sidang. 
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Panal23 
(1) Sanksi mo. al sebaqaimana dirnaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) berupa 

pemyataan bersalah d sertai perrnohonan maaf dan penyesalan dari 

Peg' wai D~MPTSP yan.; melang ~ar Kade Etik. 

(2) Sanksi mo al sebagairr ana d maksud pada ayat (1) dinyatakan secara 

terbuka atau tertutup sesuai denq.an tingkat pelanggaran. 

(3) Tingkat pelanggaran s obaqa mana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

pela·19gar2n ringan, sec ang, dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kade 

Etik serta cicantumkan cl alarn Ret.ornendasi. 

(4) Sanksi mo ·al untuk pelanqqaran ringan dinyatakan secara tertutup hanya 

dike··ahui oleh Pegawc DPMP--sp yang bersangkutan, pejabat yang 

menvarnpsikan putusan serta pejabat terkait lainnya dengan ketentuan 

pejabat tid.sk boleh berp.: ngka1 le oih rendah dari Pegawai DPMPTSP yang 

bersanqku-an. 

(5) Sanksi mo 'al untuk pela ·1ggaran sedang dan berat dinyatakan pada suatu 

forum resrni. 

(6) Pernyataan suatu foru 'rl resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilal.sanakan secara terbuka terb.atas dan secara terbuka. 

Pasal22 
(1) Penetapan sanksi moral sebapaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 

disarnpaikan kepada Pegawai DPMPTSP yang bersangkutan dan 

dituanqkan dalam Serita ,\cara, 

(2) Sank si mcral dibuat dr lam Be '"ita Acara Penyampaian Sanksi Moral 

dengan rnenqqunakan fi:, mat sebaqairnana tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian · «fak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. Bupati, bagi Kepala DPl1~PTSI=>. 

(5) Pene1apan sanksi moral sebaqaunana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

deng' n menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
Perat.iran Bupati ini. 

c. Kepala DPMPTSP, ti :19i Peqawai DPMPTSP yang menduduki jabatan 

acminist ·ator/eselon II dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya; 
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Sanksi moral ycng telah diteiapkan oleh pejabat berwenang sebelum Peraturan 

Bupati iri dite-apkan, diny.: akan s.sh dan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan de-nqan Peratur.m Bupat ini. 

BABVI 
K::TENTUJ~N LAIN-LAIN 

Pa;al 27 

l>anal 26 

(1) Peqawai D0MPTSP sete ah disicanq/diperiksa dalam sidang Majelis Kode 

Etik, tidak .erbukti rnelal.ukan l)el 3nggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf I:,, Maj,~li~ Kode Etik wajib merehabilitasi Pegawai 

DPl\liPTSP dimaksud. 

(2) Rehabilitasi sebagaima ·1a dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam 

rekomendasi hasil pemei ksaan rv ajelis Kode Etik. 

BABV 
REHAl31LITASI 

(1) Pegawai OPMPTSP yarg terbu <ti melakukan pelanggaran Kode Etik 
sebacaimar.a dimaksud datarn Pasal 21 Ayat (1 ), dapat dikenakan tindakan 
adrninistrati sesuai c onqan oeraturan pemndang-undangan, atas 
rekorrendasi Majelis Kodo Etik. 

(2) Tindakan edministratif sobaqa.rnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dencan peraturan perundanq-undanqan di bidang disiplin PNS. 

Pasal25 

Penyampaian sanksi moral pada suatu fomm resmi sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 23 Avat (5) melipuu: 
a. Disampaikar· atau diunumkE.n dalam DPMPTSP/unit kerja yang 

bersar,gkuta 1; dan/atau; 
b. Disampaikar atau diumur.kan dalam suatu forum resmi, upacara bendera, 

media massa, papan p1mgumur1an dan/atau fomm/media lain yang 
dipan ang sesuai untuk it.'. 

Pasal24 
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RP.H KABUPATEN BUTCN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR. ... 

Diundangkan di .abunqkari 
Pada tanggal 7. 9- 9 - 202[) 

SEKRETAR S DAERAH 
UPA ~ffON f ENGi~.H 

Ditetapkan di : Labungkari 
Pada tanggal : 2 S - 9- - 2020 

BUPATI BUTON TENGAH 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oranq menqetar uinya, msrnerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini deng an penempalannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton 

Tengah. 

Fasal28 

BA13 VII 
KE: ·~ENTUAN PENUTUP 
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-----· . _ __,_ ......._ __j 

----· ---·-·-+---------+-----------! 
1 

2 

No Panqkat/Golonqan Jabatan Dalam 
Majelis Kode Etik 

-----· -----·-+--------+-----"'------- 

Jabatan 
-----· ---------,--------~-------- 

3usunan Kee1 ·1ggotctar Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud 
»ada Diktum <esatu te 'din dari : 

KE DUA 

r\t1embentuk f .lajelis !<ode Etik Aparatur Sipil Negara untuk 
merneriksa duqaan pelanggaran kode etik terhadap Aparatur Sipil 
Negara seba« :li beri cut : 
Narna . . . . 
f\JIP . 
. Jabatan : . 
nstansi : . 
Jugaan Pelanqqaran kode Etik : . 

Menetapkan 
KESA TU 

1\11 E M U T U S K A N 

1 Undanq-urdanq Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tamt.ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 541: 4); 

2. Undang-u · dang Ne mor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton fengah di Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara R1: oublik In Jonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Neqara Hepublik Indonesia Nomor 5562); 
........................................................................ dst. 

Mengingat 

a bahwa berdasarka 1 dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh sd ·/i . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. . Pangkat . 
Jabatan , ma <a perlu dilakukan pemeriksaan; 

b bahwa de1 am ran; ika melaksanakan pemeriksaan terhadap 
pelanqqare n kode etik pelayanan publik sebagaimana 
dimaksud huruf a. perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas. 

Menirnbanq 

KEPUTUSAN KE:PALA 011\JAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN Tl:RPADU SATU PINTU 
NOMOR . 

Ti=NTANG 

PEIVIBENTUKAN MAJE!. IS KODE: ETIK APARATUR SIPIL NEGARA 

BUPATI BUTON TENGAH 

KOP )INAS 

Kode Etik Pelayanan Put· k di L.innkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu S;Ju Pintu Kabupaten Buton Tengah. 

A. Bentuk Format Surat Kc putusan Kepala Dinas tentang Pembentukan 
Majelis Ko e Etik. 

Lampiran I 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 
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. (q J;Y»1 f>1Sr> i 
(~~- -~.;c -- 

BUPATI BUTON TENGAH 

( } 
NIP. 

ttd 

a.n. BUPATI BUTON TENGAH 
KEPALA DINAS 

Ditetapkan di : Labungkari 
Pada tanggal : .. 

Majelis Kode Uik s ebaqairnana dimaksud pada Diktum Kedua 
rnempunyai tuc .rs set ag ai berikut : 

a Menerima :Ian melakukan evaluasi terhadap laporan yang 
diterima secara tertulis dari pelapor; 

b Melakukan : ding .eruaoap dugaan pelanggaran Kode Etik yang 
dilakukan peqawai DPMPTSP; 

c Menetapkan jenis p elanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku 
setelah rr 1:~mpertimbangkan kesaksian, alat bukti dan 
keterangan '.,ang cersanqkutan dalam siding Majelis Kode Etik; 

d Dapat mem nta keteranqan dari pihak lain untuk memperkuat 
alat bukti; 

e Membuat c .m monyampaikan rekomendasi pemberian sanksi 
dan I atau .mdakan administrasi lainnya kepada Pejabat yang 
berwenang. 

l'vlajelis Kode E:tik setaqairnana dimaksud pada Diktum Kedua wajib 
rnenyarnpaikat hasil rekomendasi pemeriksaan terhadap dugaan 
pelanggaran ~:ode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 
pada Diktum l·'esatu kepada Kepala Dinas paling lambat sejak 
~ eputusan ini Jitetap cen. 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
oikemudian I ari tord apat kekeliruan maka akan diperbaiki 
sebagaimana ··1estin1a. 

KELIMA 

KEEMPAT 

KET I GA 
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BUPATI BUTON TENGAH 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Tulislah ketentuan dugaan pelanqqaran 

Tembusan Yth. 

NIP. 
........................... 

Labungkari, 20xx 

Kepala .I 
MAJELIS KODE ETIK 

(KETUA/SEKRETARIS*) 

ttd 

**) ...................................... etik terhadap ket entuan . 

Demikian untuk fitaksanakan 

Untuk diperiksa dimintai kete· ·angan*) sehubungan dengan pelanggaran kode 

.................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................. Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

Bersama i i dimi -ita dengan h.rmat ~~er adiran Saudara; 

Nama . 
NIP . 
Pangkat I Gol. R Jang . . . . . . . . . . . . 
Jabatan . 
Unit Kerja . 
Untuk menqhadap kepada Mc:~lis Kode Etik, pada : 

RA HAS IA 
SURAT PA j1JGGILAM I / II (*caret yang tidak perlu) 

NOMOR: _ . 

-------------------------------- 
KOP DINAS 

B. Bentuk Format Surat Pei r1ggilc1n 

Kode Etik Pelayanan Pub ik di Linqkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu S .rtu Pintu Kabupaten Buton Tengah. 

Lampiran II 
Nemer 
Tanggal 
Tentang 
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. NIP. -- =--·- - ... .. --- --..-- , _ .................... 

Yanc diperiksa, 

Labungkari, 20xx 

Demiku n Senta Acara Pernsriksa an ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebaqairnana mestinya. 

......................................................................... ····· 

............................................... ······· . 

Karena yang bersangkutan die Jga telah melakukan pelanggaran Kode Etik 
terhadap ketenti an '') 
1. Pertanyaan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jawaban 
2. Pertany aan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jawaban 
3. Ost. 

Telah melakukan pemeriksaa, terha fap : 

Nam a 
NIP 
Pangkat/ <3ol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Pada hari in tanggal...... . bulan tahun Majelis Kode Etik 
dibentuk berdassrkan Keputus.an Nomor tanggal. masing-masing: 

1. Nama 
NIP 
Pangkat/Gol Ruang 
Jabatan 

2. Nama 
NIP 
Pangkat/Gol Ruang 
Jabatan 

3. dst . 

RAr-ASIA 
BERl"L~ ACP RP. PEMERIKSAAN 

Nornor: R/ / -20:xx 

C. Bentuk Format Serita Ar.ara Psrnerlksaan 

Kode Etik Pelayanan Pub .k di l.inqkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah. 

Lampiran 111 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 
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BUPATI BUTON TENGAH 

*) Tulislah keterruan PP Nom:.r 42 1 ahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati 
Buton Tenqar Nomor Tar un yang dilanggar. 

( ) 

Anggota Anggota Ke·tua 

( ) ( ) 

1\1,~JELI S ~~ODE ETIK 
' 
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Unit Kerja . 
Dalam pemeriksaan terse out yan ~ bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) 

melakukan perbuatan yan£ 11elar ggar ketentuan **) 

Berupa . 

b. Berdasarkan Sidang Maje I s Kacie Etik pada tanggal. .. , Majelis Kode Etik 

telah rr emutuskan bahwa 1:,3gawai yang bersangkutan untuk : 

1) Dijatuhi sa-iksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena 

melanggar ketentuan **) yaitu . 

2) Dikenakan tindakan adninistrati · sesuai peraturan perundang-undangan 

................ **) 

2. Sebagai baran dalam rnenetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, 

bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang 

bersangkutar. 

3. Demikian rekomendasi ini disarnpaikan, untuk digunakan sebagaimana 

mestin ya peraturan peruncl anq-undanqan. 

~AHAS IA 

REKOME;!\JDASlJlAJELIS KODE ETIK 

Nornor: !~/ ... .I 20xx 

1. Bersama ini kami sampaikc n Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai 

berikut: 

a. Pads hari tanggal Msjelis Kode Et k dan Kode Perilaku telah 

memeriksa Saudara : 

Nam a 
NIP Pangk t I Gol. Ruan~;. 
Jabatan 

di- 

Yth. 

Kepada: 

D. Bentuk Format Penyampaian Rekomendasi Kode Etik 

Kode Etik P~layanan Publik di Lini~kungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu ~. atu Pintu Kabupaten Buton Tengah. 

Lampiran IV 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 
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BUPATIBUTONTENGAH 

*) Co 'et yar g tidak perlu. 
**) Tul.slah ~ etentuan PP 'JomOI" 4.2 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati 

Bu. n Te 1gah Nomor .... Tahun yang dilanggar 
**11-) Dif dis ap sbila direkom undasi can puia tindakan administratif 

1. . . 

2. 

Ternbusar Yth: 

MIO , .... xuo ..... 
................................ ..... ..... ... ... . . ... ... .. .... 

SEKRETARIS KETUJ 

l\11AJEL IS KODE ETIK 
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a. bahwa den.; an k sputusan . .. .. . . .. .. Nomor tanggal 
..... telah dib..ntuk M2jelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk 
memeriksa dugaa 1 pelanggaran Kode Etik Perilaku untuk 
memeriksa clugaan polanqqaran Kode Etik yang dilakukan oleh 
Saudara NIP Jabatan Unit kerja ; 

b. bahwa reko-renda si Majelis Kode Etik tanggal. ... Saudara . 
terbukti rnela «ukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) 

dan rnemutu.kan u 1tuk ***); 

c. bahwa berdasarkan pertimbanqan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan 
Sanksi Mora I Atas Pe langgaran Kode Etik kepada Saudara . 
Berupa pern .ataan tertutup I terbuka *) 

1. Undang-und:tng Norr or 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lernbaran \Jegara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, lambaha,1 Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494)· 

2. Peraturan Pe-merintar Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 
Jiwa Korps dan <ode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Repi.blik lndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Nr·gara ~e oublik Indonesia Nomor 4450); 

3. Peraturan B1Jpati Buton Tengah Nomor . .. . .. .. Tahun . 

tentang Koci J Etik Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Buton Tengah 

(Serita Daernh Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor ... ) 

4. Ost. 

KETUA M.t1JELIS KODE ETIK 

FA HAS IA 
KEPUTl.SAN M;\JELIS KODE ETIK 

\JOMOR . 
TENT ANG 

PE JATUHAN SJ~NKSI MORALATAS PELANGGARAN 
KODE ETIK 

DENGAN R.A. ·-fMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

di- 

Yth. 

Kepada: 

Mengingat 

Menimbang 

E. Bentuk Format Penjatuh an Sanksi 

Kode Etik Petayanan Pub ik di Lin1~kungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu E .rtu Pintu Kabupaten Buton Tengah. 

f 

Lampiran V 
Norn or 
Tanggal 
Tentang 
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*) Caret yang tidak perlu; 
**) Tuhslah ketentuan PP 1Jomor 4:~ Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati 

Buton Tenqah Nomor ..... Tahun yang dilanggar; 
***) Jenis sancsi yang diterapkan: 

NIP. 
..................................... 

ttd 

Labungkari, 20xx 
KEPALA DINAS, 

(KETUA MAJELIS KODE ETIK) 

Kepada Saudarc. . . . . . . . . . untuk melaksanakan putusan ini dengan 
pen .rh tanqqunq]: Nab. 

KET I GA 

Sanksi sebagaimana Diktum KESATU berupa Sanksi Pernyataan 
Secara Tertutup, Sanksi Fernyataan Secara Terbuka? 

KE DUA 

Meriberikan sa ·1ksi kepada saudara atas perbuatan 
mel nggar ketenti. an **) 

KESA TU 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN ' 
"'• 


